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Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa :  bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding
terhadap Koreksi Positif Penghasilan Netto sebesar Rp1.160.585.661,00
yang terdiri atas:
1. Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00;
2. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00;
3. Koreksi Positif atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar

Rp640.820.060,00;

1. Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00;

Menurut :  bahwa Terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi

Terbanding positif Pemeriksa karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi tersebut;

Menurut :  bahwa koreksi terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar

Pemohon Rp513.578.592,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena

Banding Terbanding keliru dalam menghitung jumlah Pembelian Bahan dan Harga

Pokok Penjualan. Penghitungan total Harga Pokok Penjualan oleh
Pemohon Banding telah benar yaitu Rp2.680.299.263,00 bukan Rp.
2.166.720.671,00. Total Harga Pokok Penjualan SPT Tahunan sama
dengan total Harga Pokok Penjualan di audit report sehingga Harga
Pokok Penjualan tidak seharusnya dikoreksi Terbanding. Terbanding
menghitung total pembelian hanya berdasarkan total pembelian bahan
baku saja bukan berdasarkan total keseluruhan pembelian bahan baku,
barang pembantu dan barang jadi. Total pembelian bahan
Rp3.157.740.811,00 berasal dari penjumlahan Rp2.010.174.981
(pemakaian bahan baku), Rp1.140.040.930,00 (persediaan akhir bahan
baku) dan Rp7.524.900,00 (persediaan akhir bahan pembantu);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan
Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00 berdasarkan dari LHP, Laporan Audit tahun
2004 dan tahun 2005 yang dihitung ulang sehingga timbul selisih sebesar
Rp513.578.592,00 yang berasal dari saldo akhir bahan pembantu dan pembelian barang
jadi;

bahwa dalam persidangan pada intinya Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sbb.:

bahwa Terbanding melakukan dua kali (double) penghitungan sehingga timbul selisih
tersebut;

bahwa pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan ada kekeliruan yang tidak disengaja
terhadap pengisian jumlah pembelian yang mana jumlah tersebut seharusnya diisi dengan
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pembelian bahan, Pemohon Banding isi dengan jumlah pemakaian bahan baku dan
pembelian barang jadi;

bahwa total pembelian Raw Material adalah sebagai berikut:

e PT Weilburger Coating Indonesia Rp2.134.406.982,67
¢ Non PT Weilburger Coating Indonesia Rp 999.683.987,35
e Total Rp3.134.090.969,35

bahwa di dalam persidangan pada intinya Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:

bahwa yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Badan adalah pembelian bahan, maka
dalam LHP Terbanding juga mencatat sebagai pembelian bahan bukan pemakaian bahan
sebagaimana dimaksud Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan /
diperlihatkan oleh Pemohon Banding pada saat uji bukti diketahui besarnya pembelian
bahan adalah sebagai berikut:

e kepada PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp2.134.406.982,67
e kepada selain PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp946.111.487,35
e total pembelian sebesar Rp3.080.518.470,02

catatan:

bahwa terdapat perbedaan total pembelian menurut Pemohon Banding yaitu sebesar
(Rp3.134.090.969,35) dan menurut Terbanding sebesar (Rp3.080.518.470,02) hal ini
karena pembelian kepada PT Cikupa sebesar Rp53.572.500,00 tersebut bukan bagian dari
pembelian bahan;

bahwa karena pembelian kepada PT Cikupa sebesar Rp53.572.500,00 tersebut bukan
bagian dari pembelian bahan, Pemohon Banding setuju atas koreksi tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen arus uang dan barang, Menurut
Majelis terdapat pembelian kepada :

e PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp2.134.406.982,67
e selain ke PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp946.111.487.35

Jumlah pembelian sebesar Rp3.080.518.470,02
® Pembelian berdasarkan SPT sebesar Rp3.157.740.811.00
e Koreksi Dipertahankan Rp77.222.340,98

bahwa berdasarkan uraian di atas, dari koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00,
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Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp77.222.340,98 tetap dipertahankan, sedangkan
sebesar Rp 436.356.251,02 tidak dapat dipertahankan;

1. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00
Menurut : bahwa atas koreksi biaya usaha lainnya sebesar Rp18.827.510,00, Terbanding tidak bisa
Terbanding meyakini dokumen yang diberikan Pemohon Banding berupa pembuktian atas nominal
Rp6.187.009,00 mengingat kurang kuatnya dokumen pendukung dan tidak bisa
dibuktikannya bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen atas koreksi yang

disengketakan;
Menurut : bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) UU PPh No 7. Tahun 1983 beserta perubahannya, koreksi
Pemohon terhadap biaya usaha lainnya (Exp-Gen-Other-Other) sebesar Rp18.827.510,00 tidak dapat
Banding Pemohon Banding terima seluruhnya karena terdapat biaya yang dapat dibiayakan di dalam
perkiraan Exp-Gen-Other-Other tersebut yaitu sebesar Rp 6.187.009,00;
Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui terdapat koreksi atas biaya usaha lainnya

sebesar Rp6.187.009,00 oleh Terbanding berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang
- Undang Nomor 17 tahun 2000;

bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding
menegaskan bahwa atas koreksi positif Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00 Pemohon
Banding setuju;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi positif Biaya Usaha sebesar
Rp6.187.009,00 tetap dipertahankan;
2.Koreksi Positif atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha
sebesar Rp640.820.060,00
Menurut : bahwa terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas
Terbanding Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 karena telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi tersebut.
bahwa atas koreksi ini tidak diajukan banding sehingga Terbanding menganggap Pemohon
Banding setuju dengan koreksi ini

Menurut : bahwa koreksi terhadap Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 tidak dapat
Pemohon Pemohon Banding terima karena bukan dividen terselubung melainkan management fee
Banding yang telah Pemohon Banding keluarkan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh. bahwa atas

koreksi ini Pemohon Banding dalam surat banding menyatakan tidak menyetujui, namun
dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding menyatakan
tidak mengajukan banding;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui Terbanding melakukan koreksi
berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa
Teknik dan Jasa Manajemen menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak
Penghasilan 1984 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor: SE-11/
PJ.222/1984 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ.42/2000 tentang
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Perlakuan Pajak Penghasilan atas Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan di Bidang
Manajemen dijelaskan mengenai jasa manajemen dan jasa konsultasi manajemen sebagai
berikut:

1. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam
pelaksanaan manajemen;

2. Jasa konsultan manajemen adalah pemberian advis profesional di bidang manajemen
di mana tenaga ahli tersebut tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan manajemen
klien yang bersangkutan.

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000
disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya
penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung
besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa
dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak
dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun
2000, Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat
(4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah
25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib
Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib
Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang
disebut terakhir; atau...

bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding
menegaskan bahwa atas koreksi terhadap Biaya dari Luar Usaha sebesar
Rp640.820.060,00 Pemohon Banding setuju;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi positif Biaya dari luar
Usaha sebesar Rp640.820.060,00 tetap dipertahankan;
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Penghasilan Neto menurut Terbanding: Rp  968.334.029,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan: Rp  436.356.251,02
Penghasilan Neto menurut Majelis: Rp 531.977.777,98
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